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A. Kesimpulan 

BAB III 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa peran pedagang kaki lima dalam pencegahan 

pencemaran air Embung Tambakboyo akibat sampah plastik di Kapanewon 

Depok, Kabupaten Sleman belum berjalan secara optimal. PKL yang berjualan di 

Embung Tambakboyo tidak sepenuhnya melakukan kewajiban yaitu mengurangi 

dan memiliah sampah, memelihara keindahan, kebersihan dan kesehatan 

lingkungan tempat usaha. Namun pada implementasinya, PKL hanya melakukan 

memilah dan mengumpulkan sampah sendiri. Sehingga peran PKL dalam 

pencegahan pencemaran air di Embung Tambakboyo tidak efektif karena para 

PKL tidak melakukan seluruh kewajibannya yang menyebabkan air embung 

menjadi keruh,kotor dan menimbulkan bau. Hal tersebut terjadi karena dikendalai 

oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para PKL 

di Embung Tambakboyo, terbatasnya jumlah tempat sampah yang disediakan, 

kurangnya kesadaran pengunjung dalam pencegahan pencemaran air Embung 

Tambakboyo. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara PKL, pengelola 

embung, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan 

lingkungan serta kualitas air Embung Tambakboyo. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan sebagai berikut: 

 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman 

 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman disarankan untuk lebih 

aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah 

plastik serta pencegahan pencemaran air kepada masyarakat dan pedagang 

kaki lima di kawasan Embung Tambakboyo. Selain itu, DLH perlu 

melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi lingkungan embung, 

khususnya terkait pengelolaan sampah plastik yang berpotensi mencemari air. 

DLH juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pengelola embung dan 

instansi terkait untuk menyediakan program pengurangan penggunaan plastik 

sekali pakai serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan. 

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 

(DPUPKP) Kabupaten Sleman 

Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 

(DPUPKP) Kabupaten Sleman sebagai instansi yang memiliki peran dalam 

pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat meningkatkan upaya 

pemeliharaan kualitas air Embung Tambakboyo melalui program pengelolaan 

lingkungan yang lebih terpadu. Selain itu, DPUPKP perlu melakukan 

koordinasi dengan DLH dan pengelola embung dalam upaya pencegahan 

pencemaran 
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air, misalnya dengan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan 

menyediakan sarana pendukung kebersihan di sekitar embung. Dengan 

adanya koordinasi yang baik antar instansi, diharapkan fungsi embung 

sebagai sumber air dan kawasan wisata tetap terjaga. 

3. Bagi Pengelola Embung Tambakboyo 

 

Pengelola Embung Tambakboyo disarankan untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima dan pengunjung, 

khususnya terkait dengan pembuangan sampah di area embung. Selain itu, 

pengelola embung juga perlu menambah jumlah tempat sampah serta 

memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kawasan embung agar sampah 

tidak menumpuk di sekitar area perairan maupun sempadan embung. 

Pengelola juga dapat membuat aturan yang lebih tegas terkait kewajiban 

menjaga kebersihan lingkungan bagi para pedagang maupun pengunjung, 

sehingga kebersihan dan kelestarian embung dapat terjaga dengan baik. 

4. Bagi Pedagang Kaki Lima Embung Tambakboyo 

 

Pedagang kaki lima di kawasan Embung Tambakboyo diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan 

lingkungan, terutama dalam mengelola sampah plastik yang dihasilkan dari 

kegiatan usaha.  Serta Para pedagang kaki lima dikawasan Embung 

Tambakboyo diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan 

sampah dengan menerapkan sistem pengembalian sampah oleh pembeli 

kepada penjual, guna memastikan sampah tetap berada pada sumbernya dan 

dapat dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, pedagang kaki lima juga 
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perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan 

pengelola embung, termasuk kewajiban menjaga kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran air di Embung 

Tambakboyo. 
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